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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2633/Pdt.G/2020/PA.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Makassar  yang memeriksa  dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 08 Juli 1981, agama Islam,

pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

tempat kediaman di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala,

Kota Makassar, Antang, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi

Selatan  dalam hal  ini  memberikan  kuasa  kepada  H.  Abdul

Kadir,  S.H.,  M.H.,  dan  Dr.  Zulkifli  Makkawaru,  S.H.,H.H.,

Advokat yang berkantor di  Makassar, Jalan Buru No. 23-25

(hotel Bahagia) Dan Jalan Kerukunan Timur, Kompl. Btp Blok

H  No.  76,  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  tanggal  16

September 2020, sebagai  Penggugat;   

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan tempat dan tanggal

lahirnya,  10  November  1971,  agama  Islam,  pekerjaan

Karyawan  Swasta,  Pendidikan  ,  tempat  kediaman  di  Kota

Palopo, Telpon 08124200333 sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka

sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat gugatannya tertanggal  21 September

2020  telah  mengajukan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan
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Pengadilan  Agama,  dengan  Nomor  2633/Pdt.G/2020/PA.Mks,  tanggal  10

November 2020,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1  Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang

melangsungkan pernikahan pada hari  Ahad,  tanggal  10 Oktober  1999 M.

bertepatan  dengan  tanggal  30  Jumadil  Akhir  1420  H.  dan  dicatat  oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Panakukang

Kota makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dalam Kutipan Akta

Nikah nomor 1104/115/XI/1999; 

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota

Makassar  dan  selama  pernikahannya  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikarunia 3 (tiga) orang anak  masing-masing bernama;

    2.1. ANAK, lahir  pada tanggal 29 Juli 2000 

  2.2. ANAK, lahir  pada tanggal 28 Mei 2003. 

  2.3. ANAK, lahir  pada tanggal 01 September 2011;  

3. Bahwa  pada  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan dengan rukun dan harmonis,  namun sejak tahun 2017, Penggugat

dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran  serta pada awal

tahun 2019 Tergugat  pindah ke  Palopo meninggalkan Penggugat  di  Kota

Makassar sampai sekarang; 

4.  Bahwa  ketidaksepahaman  berlanjut  terus  menerus,  sehingga  tdak  ada

kesesuaian  pendapat  sejak  tahun  2017  hingga  Penggugat  memajukan

gugatan cerai talak ini pada Pengadilan Agama Makassar

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut,  Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan  Agama  Makassar,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai  peraturan perundang-undangan yang

berlaku;
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Atau apabila  majelis  hakim berpendapat  lain,  mohon agar  perkara ini

diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan

Tergugat  telah datang menghadap di persidangan; 

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian

melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Prof. DR. Andi Muhammad

Sopyan,  S.H.,M.H.,  Mediator Pengadilan Agama Makassar,  dan berdasarkan

laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 04 November  2020, bahwa

mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa  pada  persidangan  selanjutnya,  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas)  Nomor  2633/Pdt.G/2020/PA.Mks,  yang  dibacakan  di  persidangan,

Tergugat   telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,  sedangkan tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya  Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang

sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati  Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan  Tergugat, tetapi  Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai  dengan   Tergugat  setelah  Penggugat  mengadakan  perbaikan  dalam

gugatannya sebagaimana tersebut dalam perbaikan gugatan;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,   Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

A.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1104/115/XI/1999, tanggal 12 Januari

2016, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Panakukang, Kota Makassar,

Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.   Saksi:
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1. ANAK,  umur  43  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan

swasta, tempat  kediaman  di Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung

Pandang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman/kerabat Penggugat, sedang Tergugat

sebagai suami Penggugat bernama Jirman; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal

bersama di Makassar;  

- Bahwa  setahu  saksi  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  rukun  dan  harmonis  sebagai  suami  isteri  dan  telah

dikaruniai  3  (tiga)  orang  anak,  kemudian   sekitar  tahun  2017

Penggugat dan Tergugat  mulai tidak harmonis;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah

karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan

karena Tergugat tidak pernah memberi  nafkah kepada Penggugat,

Tergugat  juga  karena  telah  pindah  ke  Palopo  meninggalkan

Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa setahu saksi, perselisihan terakhir terjadi pada awal tahun

2019  sampai  sekarang,  dimana  Tergugat  pindah  ke  Palopo,

sehingga sejak itu Tergugat  pergi meninggalkan Penggugat  sampai

sekarang atau sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa  setahu  saksi  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat

dan  sejak  itu  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi; 

- Bahwa  saksi  pernah  mengupayakan  Penggugat  dan  Tergugat

untuk  rukun,  namun  tidak  berhasil  sehingga  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
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2. SAKSI,  umur  41  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  rumah

tangga, tempat  kediaman di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanre,

Kota Makassar,  di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat/teman Penggugat, sedang Tergugat

sebagai suami Penggugat bernama Jirman; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal

bersama di Makassar;  

- Bahwa  setahu  saksi  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  rukun  dan  harmonis  sebagai  suami  isteri  dan  telah

dikaruniai  3  (tiga)  orang  anak,  kemudian   sekitar  tahun  2017

Penggugat dan Tergugat  mulai tidak harmonis;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah

karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan

karena Tergugat tidak pernah memberi  nafkah kepada Penggugat,

Tergugat telah pergi ke Palopo meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa setahu saksi, perselisihan terakhir terjadi pada awal tahun

2019  sampai  sekarang,  dimana  Tergugat  pindah  ke  Palopo,

sehingga sejak itu Tergugat  pergi meninggalkan Penggugat  sampai

sekarang atau sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa  setahu  saksi  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat

dan  sejak  itu  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi; 

- Bahwa  saksi  pernah  mengupayakan  Penggugat  dan  Tergugat

untuk rukun, namun tidak berhasil,  sehingga menurut saksi rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
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Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas,  Penggugat telah

menyampaikan  tanggapannya,  menyatakan  menerima  dan  membenarkan

keterangganya, sedang Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat

tidak datang pada sidang selanjutnya; 

Bahwa  Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah

menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap  pada gugatannya

dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

seperti diuraikan tersebut di muka.

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian

melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Prof. DR. Andi Muhammad

Sopyan,  S.H.,M.H.,  Mediator Pengadilan Agama Makassar,  dan berdasarkan

laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 04 November  2020, bahwa

mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang,  bahwa  pada  persidangan  selanjutnya,  Tergugat  tidak

datang  menghadap  di  persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya  Tergugat

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa pada persidangan selanjutnya ternyata Tergugat,

meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka

sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

halangan  yang  sah,  oleh  karena  itu,  maka  putusan  atas  perkara  ini  dapat

dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat;

 Menimbang, bahwa dari  posita gugatan   Penggugat, majelis menilai

bahwa yang dijadikan alasan  gugatan   Penggugat adalah karena dalam rumah

tangga antara   Penggugat dengan  Tergugat telah terjadi perselisihan yang

terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena  antara
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Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memahami sebagai suami isteri,

dan sudah  tidak  ada nafkah dari  Tergugat  dan terakhir  Tergugat  pindah ke

Palopo  meninggalkan  Penggugat  sejak  awal  tahun  2019  sampai  sekarang,

yang mengakibatkan Penggugat  dan Tergugat  berpisah tempat tinggal  sejak

awal tahun 2019 tersebut;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis

membebani  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatan,  karena  itu

Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua

orang  saksi,  yakni  masing-masing  kerabat  atau  teman  Penggugat,

sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan Penggugat yang merupakan

akta otentik dan telah bermeterai  cukup dan cocok dengan aslinya, isi  bukti

tersebut  menjelaskan  mengenai  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah

terikat  suatu perkawinan yang sah,  sehingga bukti  tersebut  telah memenuhi

syarat  formal  dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula Penggugat mempunyai legal

standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penggugat,

oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai

pasal  308  dan  309  R.Bg,  karena  saksi  telah  dewasa  dan  telah  datang

menghadap  di  persidangan,  dan bukanlah  orang yang  tidak  boleh  didengar

keterangannya  sebagai  saksi,  dan  telah  memberikan  keterangan  setelah

bersumpah,  keterangan  mana  saling  bersesuaian  dalam  mendukung

kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  memperoleh  pengetahuan  secara

langsung atas peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat tentang pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui penyebabnya yakni karena

Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah pergi ke

Palopo  meninggalkan  Penggugat,  Tergugat  hanya  mementingkan  dirinya

sendiri  tanpa  memperdulikan  Penggugat  lagi,  kemudian  Tergugat  pindah  ke
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Palopo  meninggalkan  Penggugat,  yang  mengakibatkan  Penggugat  dan

Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  sejak  awal  tahun  2019  sampai  sekarang

tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  dan  bukti  saksi,  maka

diantaranya  terdapat  kecocokan  dan  saling  bersesuaian  antara  satu  dan

lainnya  dalam  mendukung  dalil  gugatan  Penggugat  serta  kedua  alat  bukti

tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperkuat

dengan alat  bukti  surat  (P)  dan saksi-saksi  tersebut  di  muka,  maka Majelis

Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa  Penggugat dan  Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah

pada tanggal 10 Oktober 1999 di Kota Makassar;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah hidup bersama dalam rumah

tangga sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  karena Tergugat  sudah  tidak

memberikan  nafkah  kepada  Penggugat,  Tergugat  hanya  mementingkan

dirinya  sendiri  tanpa  memperdulikan  Penggugat  lagi,  kemudian  Tergugat

pindah ke Palopo meninggalkan Penggugat;

- Bahwa   kini  Penggugat  dan   Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

bersama sejak awal  tahun 2019 atau sekitar  kurang lebih 2 (dua) tahun

sampai  sekarang,  dan  yang  pergi  meninggalkan  tempat  tinggal  bersama

adalah  Tergugat;

- Bahwa keluarga telah  berusaha mendamaikan agar  Penggugat  rukun

kembali dengan  Tergugat, namun tidak berhasil, karena  Penggugat sudah

tidak mau lagi hidup bersama dengan  Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka dalil

gugatan dapat dinyatakan terbukti adanya;

Menimbang,  bahwa  keharmonisan  sebuah  rumah  tangga  sangat

ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri  yang senantiasa berusaha

membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;
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Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974  ditegaskan  bahwa  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara

seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan

membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas  dapat

diinterpretasikan  bahwa  kebahagiaan  dan  kekekalan  sebuah  rumah  tangga

sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir  batin di  antara pasangan

suami  istri  tersebut,  oleh  karena itu  manakala  antara  suami  istri  telah  tidak

berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak

saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk

ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta  di  persidangan,  dimana antara

Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama

yang telah berlangsung selama kurang lebih  2 (dua) tahun hingga sekarang

tidak  saling  menghiraukan  lagi,  sementara  itu  adanya  usaha  yang  setidak-

tidaknya  dilakukan  oleh  majelis  hakim  dan  pihak  keluarga  dalam  rangka

menasehati  salah  satu  pihak  agar  kembali  rukun  dalam  rumah  tangganya,

ternyata  tidak  berhasil,  sehingga  dengan  demikian  patut  dinyatakan  bahwa

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki  unsur-unsur saling

terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai

rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  sulit  untuk  menciptakan  keutuhan  rumah

tangganya  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  sebagaimana  maksud

ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat

telah  kehilangan  ekspektasi  untuk  kembali  rukun  sebagai  suami  istri  yang

merupakan  unsur-unsur  terpenuhinya  alasan  perceraian  sebagaimana

dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang,  bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil

alih  menjadi  pertimbangan majelis  hakim dalam perkara  ini,  dimana abstrak
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hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup

berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah

merupakan  fakta  hukum  yang  cukup  untuk  alasan  dalam  suatu  perceraian

sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f)  Kompilasi  Hukum

Islam Tahun 1991;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  telah  memenuhi  norma

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI,  halaman

346 sebagai berikut: 

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجهللا طلللق
عليه القاضى طلقة

                   

Artinya:  “Apabila  telah  memuncak  ketidaksenangan  seorang  isteri  kepada

suaminya   maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan

talak satu”; 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  dan  alasan-alasan  perceraian  telah  terpenuhi  sebagaimana  petunjuk

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1)

dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Maka  Majelis  Hakim

berkesimpulan bahwa gugatan  Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua)

patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba’in;

Menimbang  bahwa  oleh  karena  talak  yang  akan  dijatuhkan  oleh

Pengadilan  adalah  talak  yang  pertama,  maka  dengan  demikian  talak  yang

dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba’in

shugra  Tergugat kepada  Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2006  dan  perubahan  kedua  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  50

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini dibebankan kepada  Penggugat;
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 Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat,  TERGUGAT kepada

Penggugat, PENGGUGAT;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini sejumlah Rp.700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil  Akhir 1442 Hijriah, oleh kami  Drs. H.

Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis,  Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

dan  Dra.  Hj.  Salnah,  S.H.,M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh  Hj.  Nur Aisyah, SH., sebagai Panitera Pengganti  serta dihadiri

oleh  Penggugat diluar hadirnya  Tergugat; 

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Yunus
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,
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Hj. Nur Aisyah, SH.

Perincian biaya :
1. Pendaftaran Rp   30.000,00
2. Proses Rp
50.000,00
3. PNBP Rp   20.000,00
4. Panggilan Rp 580.000,00
5. Redaksi Rp
10.000,00
6. Materai Rp
10.000,00
Jumlah Rp 700.000,00
(tujuh ratus  ribu rupiah).  
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